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WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 70 TAHUN 2024
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN

Menimbang

Mengingat

INOVASI DAERAH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3

1.

ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023
tentang Pedoman Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset
dan Inovasi Daerah, serta dalam rangka pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2024
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian kembali
atas Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo yang
telah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang baru;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan

Inovasi Daerah Kota Probolinggo;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950
(Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota
Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor Rebuplik
Indonesia Nomor 6897);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
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10.

11.

12.

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021
Tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah
Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, Dan
Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);



13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo
Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun
2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH KOTA PROBOLINGGO.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.

a kK 0 b

Daerah adalah Kota Probolinggo.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.

Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya
disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah Kota Probolinggo.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan
Inovasi Daerah Kota Probolinggo.

Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disebut UPTD, adalah Unit
Pelaksana Teknis Daerah pada Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah Kota Probolinggo yang melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Jabatan Pimpinan Tinggi merupakan Jabatan Manajerial tingkat tinggi yang
bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung
pengembangan Pegawai ASN, mendayagunakan sumber daya serta mengambil

keputusan menurut tingkatan jabatannya, untuk mencapai tujuan organisasi.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

(1)

(2)

(3)

Jabatan Administrator merupakan Jabatan Manajerial tingkat menengah yang
bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung
pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan

strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.

.Jabatan Pengawas merupakan Jabatan Manajerial tingkat dasar yang

bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung
pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan
strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
Jabatan Fungsional bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan
pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

Jabatan Pelaksana bertanggung jawab memberikan pelayanan dan
melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
Rencana Induk Peta Jalan dan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang
selanjutnya disingkat RIPJP IPTEK adalah dokumen perencanaan riset dan
inovasi Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana
Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen

perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2
Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang
perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah.
Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali
Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang
perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah.
Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, riset

dan inovasi daerah;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan,

riset dan inovasi daerah;



(1)

(4)

(5)

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di
bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan, riset dan
inovasi daerah; dan

e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait

dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3
Susunan Organisasi Badan, terdiri atas:
Kepala Badan;
Sekretariat, membawahkan:
1. Subbagian Tata Usaha,;
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan Kelompok
Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA), membawahkan
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahkan Kelompok Jabatan
Fungsional dan Pelaksana;
g. Bidang Riset dan Inovasi Daerah, membawahkan Kelompok Jabatan
Fungsional dan Pelaksana;
h. UPTD; dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional.
Badan dipimpin oleh kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.



(1)

(1)

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Sekretariat
Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,
mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan di bidang
perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan,
administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengadaan barang milik daerah,
penunjang urusan pemerintah daerah, penyediaan jasa penunjang,
pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
pada Badan;
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat
mempunyai fungsi:
a. penyusunan perencanaan sesuai tugas yang menjadi kewenangannya;
b. penyusunan perumusan kebijakan sesuai tugas yang menjadi

kewenangannya;
c. pelaksanaan kegiatan sesuai tugas yang menjadi kewenangannya;

pengoordinasian kegiatan sesuai tugas yang menjadi kewenangannya,;
e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai tugas

yang menjadi kewenangannya; dan
f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan administrasi kepegawaian,
administrasi umum, barang milik daerah, pengadaan barang milik daerah,
pemeliharaan barang milik daerah, penyediaan jasa penunjang;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan kegiatan administrasi
kepegawaian, administrasi umum, barang milik daerah, pengadaan barang
milik daerah, pemeliharaan barang milik daerah, penyediaan jasa penunjang;

c. menyiapkan bahan kegiatan administrasi kepegawaian, administrasi umum,
barang milik daerah, pengadaan barang milik daerah, pemeliharaan barang
milik daerah, penyediaan jasa penunjang;

d. menyiapkan bahan pengoordinasian kegiatan di bidang administrasi
kepegawaian, administrasi umum, barang milik daerah, pengadaan barang

milik daerah, pemeliharaan barang milik daerah, penyediaan jasa penunjang;



(2)

(1)

e. menyiapkan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
administrasi kepegawaian, administrasi umum, barang milik daerah,
pengadaan barang milik daerah, pemeliharaan barang milik daerah,
penyediaan jasa penunjang; dan

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Keuangan, mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan perencanaan, penganggaran, kegiatan administrasi
keuangan dan evaluasi kinerja pada Badan;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan kegiatan administrasi keuangan
pada Badan;

c. menyiapkan bahan kegiatan administrasi keuangan pada Badan;

d. menyiapkan bahan pengoordinasian kegiatan administrasi keuangan pada
Badan;

e. menyiapkan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan
administrasi keuangan pada Badan; dan

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Pasal 6
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan,
mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan di bidang perencanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, mempunyai fungsi:
a. penyusunan perencanaan sesuai dengan tugas yang menjadi
kewenangannya,;
b. penyusunan perumusan kebijakan sesuai dengan tugas yang menjadi
kewenangannya;
c. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas yang menjadi kewenangannya;
d. pengoordinasian kegiatan sesuai dengan tugas yang menjadi
kewenangannya,;
e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai dengan
tugas yang menjadi kewenangannya; dan
f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.



Bagian Ketiga
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Pasal 7

(1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas

(2)

(1)

merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan,

mengevaluasi dan melaporkan di bidang hasil koordinasi dan sinkronisasi

perencanaan pembangunan daerah, bidang:

a.

pemerintahan meliputi urusan ketenteraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat (sub urusan ketentraman dan ketertiban umum),
dan perlindungan masyarakat, statistik, persandian, perpustakaan dan
kearsipan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, fungsi
penunjang unsur staf, pengawasan, perencanaan, penelitian dan
pengembangan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, fungsi
koordinasi, serta kesatuan bangsa dan politik;

pembangunan manusia, meliputi urusan pendidikan, kesehatan,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olah
raga, serta kebudayaan; dan

kesejahteraan rakyat, meliputi urusan sosial, tenaga kerja, pemberdayaan
masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

penanggulangan kemiskinan serta penanganan kelompok rentan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, mempunyai fungsi:

a.

penyusunan perencanaan sesuai dengan tugas yang menjadi
kewenangannya;

penyusunan perumusan kebijakan sesuai dengan tugas yang menjadi
kewenangannya;

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas yang menjadi kewenangannya;
pengoordinasian  kegiatan sesuai dengan tugas yang menjadi
kewenangannya,;

pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai dengan
tugas yang menjadi kewenangannya; dan

pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Pasal 8

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas merencanakan,

melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan

melaporkan di bidang koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan

daerah, meliputi:



(2)

(1)

a. bidang perekonomian meliputi urusan Koperasi dan UKM, Perdagangan,
Perindustrian, Pariwisata dan Penanaman Modal; dan

b. bidang sumber daya alam, meliputi urusan Pangan, Pertanian, Kelautan dan
Perikanan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Perekonomian dan Sumber Daya Alam, mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan sesuai dengan tugas yang menjadi
kewenangannya;

b. penyusunan perumusan kebijakan sesuai dengan tugas yang menjadi
kewenangannya;

c. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas yang menjadi kewenangannya,;

d. pengoordinasian kegiatan sesuai dengan tugas yang menjadi
kewenangannya;

e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai dengan
tugas yang menjadi kewenangannya; dan

f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Pasal 9

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas merencanakan,

melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan

melaporkan di bidang koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan
daerah, meliputi:

a. bidang infrastruktur meliputi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
(Bina Marga dan Cipta Karya), Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; dan

b. bidang kewilayahan meliputi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
(Sumber Daya Air dan Penataan Ruang), Lingkungan Hidup, Pertanahan,
Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Sub Urusan
Bencana dan Kebakaran) serta Unsur Kewilayahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan sesuai dengan tugas yang menjadi
kewenangannya;

b. penyusunan perumusan kebijakan sesuai dengan tugas yang menjadi
kewenangannya;

c. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas yang menjadi kewenangannya;
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(1)

(2)

d. pengoordinasian kegiatan sesuai dengan tugas yang menjadi
kewenangannya;

e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan tugas
yang menjadi kewenangannya; dan

f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Riset dan Inovasi Daerah
Pasal 10

Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas merencanakan,
melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan
melaporkan di bidang riset dan inovasi daerah dalam pelaksanaan penelitian,
pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah
secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana
induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah
sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang
kehidupan yang berpedoman pada nilai pancasila.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Riset

dan Inovasi Daerah, mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan Kkegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian
peraturan, penerapan, inovasi dan ilmu pengetahuan dan teknologi;

b. penyusunan kebijakan hasil penelitian, pengembangan, pengkajian peraturan,
penerapan, inovasi dan ilmu pengetahuan dan teknologi;

c. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan kegiatan penelitian, pengembangan,
pengkajian peraturan, penerapan, inovasi dan ilmu pengetahuan dan teknologi;

d. pengoordinasian dan sikronisasi kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian
peraturan, penerapan, inovasi dan ilmu pengetahuan dan teknologi;

e. pelaksanaan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan
penelitian, pengembangan, pengkajian peraturan, penerapan, inovasi dan ilmu
pengetahuan dan teknologi; dan

f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DAERAH
Pasal 11
UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis

penunjang tertentu.
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(2)

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD mempunyai fungsi:

a.

b.

pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan bidang operasionalnya; dan

pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

Pasal 13

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas dan Fungsi UPTD

Badan ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai
dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf terdiri
atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok Jabatan

Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 15
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris,
Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah dan
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing
maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta
Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-
masing.
Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Unit
Pelaksana Teknis Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila
terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Unit
Pelaksana Teknis Daerah bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan
bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi

pelaksanaan tugas bawahannya.
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(4) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Unit
Pelaksana Teknis Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan
berkala tepat waktu.

(5) Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diolah dan
dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk
memberikan petunjuk kepada bawahannya.

(6) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tembusan
laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara

fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 16

(1) Kepala Badan merupakan jabatan eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama.

(2) Sekretaris merupakan Jabatan Struktural Eselon IIll.a atau Jabatan
Administrator.

(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b atau Jabatan
Administrator.

(4) Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

(5) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota melalui Sekretaris
Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(6) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis
Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota dari pegawai negeri sipil yang
memenuhi syarat melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(7) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh
Wali Kota dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat melalui
Sekretaris Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(8) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang
memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan yang pelaksanaannya

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
LAIN-LAIN
Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini disebut Peraturan Wali Kota Bapperida.
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 19
Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Probolinggo
Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022
Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilaksanakan pada Januari 2025.

Pasal 21
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali

Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 24 Desember 2024
Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,
MOCHAMAD TAUFIK KURNIAWAN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 13 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025 NOMOR 70

Salinan gesuai dengan aslinya

/
KEP;?( A BAGIAN HUKUM,
/

DENNY BAGUS ERWANTO, SH, MH
NIP. 19780608 200903 1 004
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SALINAN LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 70 TAHUN 2024

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET
DAN INOVASI DAERAH KOTA PROBOLINGGO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA PROBOLINGGO

BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH

KEPALA BADAN

SEKRETARIAT
KELOMPOK
KELOMPOK SUBBAGIAN JABATAN SUBBAGIAN
JABATAN ATA DontA FUNGSIONAL DAN iy
FUNGSIONAL PELAKSANA
BIDANG
PERENCANAAN, BIDANG BIDANG
BIDANG BIDANG
PENGENDALIAN DAN PEMERINTAHAN DAN PEREKONOMIAN DAN
EVALUASI PEMBANGUNAN SUMBER DAYA ALAM INF%%‘:X;{:EARNDAN RISETDIZ‘;EI:{OVASI
PEMBANGUNAN MANUSIA (SDA)
DAERAH
KELOlggoé‘ JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGST NSAL DAN FUNGSIONAL DAN FUNGSIONAL DAN FUNGSIONAL DAN FUNGSIONAL DAN
PELAKSANA PELAKSANA PELAKSANA PELAKSANA PELAKSANA

UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH

Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
MOCHAMAD TAUFIK KURNIAWAN
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